
GUBERNUR SUMATERA SELATAN 
PERATORAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR 18 TAHON 2023 

TENTANG 

PEROBAHAN ATAS PERATORAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHON 2023 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2023 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 

Pemerintah Provinsi dapat melakukan perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan darurat 

termasuk keperluan mendesak; 

b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang 

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2024, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib 

menganggarkan Dana Hi bah Pemilihan Gubernur dan W akil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

W alikota Tahun 2024 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 

60 % dari Total Dana Hibah; 

c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendanaan 

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, inflasi, 

kemiskinan ekstrim, stunting dan kebutuhan pendanaan 

lainnya yang mendesak di wilayah Provinsi Sumatera Selatan 

yang belum terakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 7 

Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 maka 

perlu dilakukan penyesuaian; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan 

Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas 

Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6865}; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6224); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Republik 

Lembaran 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
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1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2021 Nomor 6); 

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2023 Nomor 2); 

22. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 17); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 
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Pasall 

Beberapa ketentuan clalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Penclapatan clan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Betita Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 17), cliubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan angka 2 clan angka 3 clalam Pasal 2 cliubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

Anggaran Penclapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023 semula sebesar Rpl0.877.755.061.412,00 bertambah 

sebesar Rp859.706.947.303,00 sehingga menjacli 

Rpl l.737.462.008.715,00, clengan rincian sebagai berikut: 

1. Penclapatan Daerah 

a. Semula 

b. Bertambah 

Rpl0. 744.536.321.400,00 

Rp670.008.644.842,00 (+) 

Jumlah Penclapatan Daerah 

Setelah Perubahan Rpl 1.414.544.966.242,00 

2. Belanja Daerah 

a. Semula 

b. Bertambah 

Rpl l.371.462.008.715,00 

Rp150.264.857.002,00 (+) 

Jumlah Belanja Daerah 

Setelah Perubahan Rpl l.521.726.865.717,00 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula Rp133.218.740.012,00 

2) Bertambah Rp189.698.302.461,00 (+) 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

Setelah Perubahan Rp322.917.042.473,00 

b . Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula Rp366.000.000.000,00 

2) Berkurang Rp150.264.857.O02,00 (-) 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

Setelah Perubahan Rp215.735.142.998,00 

Jumlah Pembiayaan Neto 

Setelah Perubahan 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Setelah Perubahan 

Rp107.181.899.475,00 

Rp0,00 
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2. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

3. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

4. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan. 

Diundangkan di Palembang 
pada tanggal l~ Oktober 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINS! SUMATERA SELATAN, 

/711- 7- ~ 
S. A. SUPRIONO 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 23 Oktober 2023 

BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR { ~ 


